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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan pilar penting negara. Undang-Undang
nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menetapkan bahwa
pemuda adalah warga negara yang berada pada kelompok umur
16 sampai 30 tahun. Rentang usia ini jelas menegaskan bahwa
pemuda adalah kelompuk usia sangat produktif yang akan
menopang pembangunan di segala sektor. Fakta ini adalah satu
yang terpenting diantara sejumlah alasan penting urgensi
pelanyanan kepemudaan diselenggarkan secara optimal agar
potensi usia produktif ini bisa terkelola dan termanfaatkan secara
optimal.

Kota Batam sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tantangan khusus
dalam pembangunan kelompok usia produktif khususnya kategori
pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 1,2 jt
lebih penduduk kota batam, sebanyak 350.743 jiwa adalah
pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun. Potensi kepemudaan ini
tentu harus terkelola dengan baik untuk masa depan Kota Batam,
di samping untuk menunaikan amanat dari UU nomor 40 tahun
2009 tentang Kepemudaan. Pembangunan kepemudaan
sebagaimana amanat dari UU tersebut mengagendakan sejumlah
tujuan substantif yang harus dicapai yakni penyadaran,
pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan
pemuda.

Kerentanan pemuda terhadap perubahan lingkungan
memerlukan perhatian yang tidak sederhana. Pemuda tentu saja
kelompok yang sangat aktif dan paling cepat terpapar perubahan,
sekaligus paling cepat merespon perubahan. Adalah tugas
pemerintah untuk menciptakan iklim (fasilitasi) yang baik agar
segala bentuk respon pemuda selalu menuju arah yang positif.
Pekerjaan Rumah terbesar pemeritah dalam hal ini adalah upaya
penyadaran pemuda agar siap secara mental maupun kapasitas
dalam merespon pesatnya teknologi informasi yang menyodorkan
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kepada pemuda berbagai dinamika kemajuan peradaban dunia
dengan segala aspeknya. Maka pemuda harus mampu memilah
dan memilih secara rasional apa yang perlu diadopsi dan apa yang
perlu dieliminasi. Kita informasi

sepakat bahwa teknologi

memperkenalkan pemuda pada berbagai macam @ ilmu
pengetahuan mutakhir, tapi pada dimensi yang lain, teknoligi
informasi pula yang memperkenalkan pemuda pada segala jenis
nartkotika, pornografi, protitusi, bahkan hingga tindak-tindak
kriminal serius seperti pembunuhan. Berbagai kondisi negatif
tersebut bukanlah hal yang tidak menjangkiti kalangan pemuda di

Kota Batam. Berikut beberapa data terkait:

Tabel 1
Permasalahan Sosial Kelompok Pemuda
di Provinsi Kepulauan Riau

NO

JENIS KASUS PERILAKU

TANGGAL/TAHUN MENYIMPANG

SUMBER

Fenomena LGBT di Kalangan

Jumat, 12 Feb 2016 .
Hm ¢ Batam (3000 pelajar)

https:/fwww.liputanf.com

Kedapatan Berkumpul di Tempat
Puluhan Muda
Mudi Kijang Kepergok Polisi

Minggu, 19 Feb 2017 | remang-remang http://batam.tribunnews.com

Pakai Gas A Mata,
Barelang bubarkan Balapan Liar

Polres
Minggu, 4 Juni 2017 http://batam.tribunnews.com

Dini Har1 Depan Kodim

Kenakalan Remaja : Anambas

Selasa, 16 Feb 2018 Balap Liar, Natuna Pesta Tuak https://sindobatam.com

Polisi Tahan anak di bawah umur,

Rabu, 20 Jum 2018

pengeroyokan Oknum Brimob di
Tanjungbalai

https:/fwww.hetanews.com

Heboh  Perkelahi: Pelaj
6. | Rabu, 5 Sept 2018 = erReTn N http://batam.tribunnews.com
SMPN 2 Tanjungpinang
7. | Minggu, 7 Okt 2018 | Aksi Balap Liar di Bintan http://batam.tribunnews.com
8. | Selasa, 9 Okt 2018 Batam Darurat Pornografi Anak | https://batampos.co.id
9. | Rabu, 10 Okt 2018 Lima Munfi @i Batam Terlibat https://batampos.co.1d
Kasus Asusila
Empat Wanita ABG Jadi
10. | Kamis, 25 Okt 2018 Pemandu Karoke di Hotel di | hitp://batam.tribunnews.com

Tanjungpinang

Pemuda mau tidak mau dan siap atau pun tidak adalah

penerima estafet kepemimpinan di masa depan. Mentalitas positif
kepemimpinan perlu menjadi agenda terapi untuk pemuda sejak
sebuah

adalah
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sebuah warning yang selalu relevan. Kewaspadaan yang tinggi
untuk memastikan pemuda adalah para pemimpin yang ideal dan
berbudi luhur harus menjadi tekad yang direaliasikan
berkesinambungan sejak awal. Kepemimpinan pemuda dengan
wujud sikap keteladanan, keberpengaruhan dan semangat
pergerakan pemuda bisa saja menjadi suatu krisis di masa depan
jika tidak dipersiapkan dari saat ini. Tingginya angka pencandu
narkoba di kalangan pemuda, pergaulan bebas, kekerasan dan
kriminalitas oleh pemuda saat ini adalah alarm peringatan yang
sudah nyaring. Kondisi ini lebih masif terjadi di perkotaan, dan
Batam adalah satu diantaranya.

Disamping itu, pada dimensi pembangunan semangat
kewirausahan pemuda di Kota Batam merupakan salah satu
kondisi potensial yang layak diapresiasi. Karakteristik batam
sebagai kawasan industri tentunya = berdampak = pada
berkembangnya kultur beriwirausaha. Kultur ini juga melekat
pada kalangan pemuda. akan tetapi kondisi hari ini adalah bahwa
untuk koteks batam, pemuda cederung masih kurang kompetitif.
Angka pengangguran masih di dominasi oleh pemuda yang
notabene adalah usia produkti) diantaranya disebabkan karena
kebanyakan diantara mereka adalah angkatan kerja namun tidak
sesuai fisik maupun non fisik pada kebutuhan lapangan
pekerjaan.

Tabel 2
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur 2013-2018

No. Kelompok Umur 2013 2014 2015 2017 2018

1 2 L] ) (5) (6) 7
1 15-19 30,050 27.833 9380 21.407 16.911
2 20-24 73.219 71.430 T8.3T0 T0.962 91.762
3 25-29 54.923 84.524 116.395 75.023 T7.592
4 30-34 122716 122.345 105.420 107571 93177
3 35-39 82788 82.438 92971 147.790 125.482
6 40-44 59.997 71.017 B67.405 T1.159 81.289
T 45-49 39.901 42.089 41.899 55411 61.827
8 50-54 12.852 14.949 23.639 29 436 30,751
9 55-59 10,281 11.807 11.059 18.002 16.6T0
10 B0-64 5122 7.603 6107 6.ATT T.551
11 65+ 3.021 1.879 5413 2280 1.819
12 Jumlah 525.5T0 537.914 558.038 605.518 604.831

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam, 2018
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kelompok
pemuda merupakan angkatan kerja yang paling dominan sejak
tahun 2013-2018 yaitu pada rentang kelompok umur 15-19 tahun
hingga kelompok umur 30-34 tahun. Kondisi ini lah yang menjadi
alasan perlunya konsep opimalisasi pelayanan kepemudaan lintas
sektor di Kota batam agar pemuda dapat membangun spirit
kewirausaan yang mandiri dengan dukungan multi sektor baik
dalam keterampilan (ski/) usaha maupun akses modal dan pasar.
Ini didukung dengan data bahwa kelompok umur yang masuk
pada kategori pemuda yang menyumbang pengangguran terbesar
adalah lulusan SLTA yaitu sebesar 47.852 orang dari 351.907

orang.

Tabel 3
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi
Ketenagakerjaan dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Kota
Batam: 2018

Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Klasifikasi
Ketenagakerjaan SLTP SLTA PE-F?“"E:;M
1) (2) (3) 4 (5) (€) M
1 Penduduk Usia Kerja 135.468 143.179 501.379 146.985 927.011
2 Angkatan Kerja 72781 61.068 351.907 119.075 604.831
3 Bekerja 71.970 57.153 304.055 117.635 550.813
4 Pengangguran Bi1 3915 47 852 1.440 54.018
5§  Bukan Angkatan Kerja 62 BET 8211 148.472 27910 322180
€ TPAK 53,73 42,65 70,19 51,01 65,25

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam, 2018

Demikian pula halnya dengan tantangan yang rill bagi kota
batam dalam hal membangun semangat kepeloporan pemuda.
Pemuda, sebagaimana karakteristiknya yaitu “memiliki semangat
kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria serta
memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis
dan futuristik” (pasal 6 UU No.40 tahun 2009) memerlukan
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fasilitasi oleh pemerintah daerah agar karateristik tersebut
terinternalisasi dan mengemuka dari pemuda Kota batam.
Mekanisme pelayanan kepemudaan lintas sektoral ini lah yang
dibutuhkan untuk memastikan pembangunan kepemudaan
berlangsung integral dan tidak terputus.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan
untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif,
inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing,
serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan,
dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3 UU Kepemudaan).

Pembangunan Kepemudaan sebagaimana amanat UU
Kepemudaan tersebut diatas sejalan dengan Visi Pemerintah Kota
Batam, yaitu : “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani

yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam
bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan
beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan
masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab
dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam
menghadapi berbagai permasalahan.”

Berdaya Saing: Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk
mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan
komparatif secara efektif dan mampu menciptakan
keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat
dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif,
berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan
tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang
toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika
perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya
serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan
ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir
dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih
baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan
penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman,
merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi
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yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan
memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada
tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke
dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati
diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi
seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan
yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan
status.

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang
akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas, maka
diantaranya Misi Kedua Pemerintah Kota Batam adalah
“Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan
masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk
menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia,
bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam
konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta
kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan

berbudaya.”

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk
pelayanan  kepemudaan, yang  berfungsi  melaksanakan
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan = potensi
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama
menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan
semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi
dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara.

Pada 12 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun
2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Pelayanan  Kepemudaan  bertujuan untuk  meningkatkan
efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan
kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan (Pasal 2 Perpres

Nomor 66/2017).
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Melalui Perpres 66/2017 ini, dalam melaksanakan
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud, Pemerintah Pusat melakukan strategi
sebagai berikut: a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar
kementerian/lembaga; b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan
program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; d. mengidentifikasi peran masing-
masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
dan e. membangun komunikasi dan kemitraan antar

kementerian/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dalam hal Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Pelayanan Kepemudaan tersebut, maka pemerintah daerah
Kota Batam perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan sebagaimana
dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada
pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi
diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas
kepemudaan. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan
kepastian hukum bagi pemerintah daerah, Organisasi
Kepemudaan, dan masyarakat untuk mengintegrasikan program
pelayanan kepemudaan dalam penyelenggaran kepemudaan di

Kota Batam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah
payung hukum bagi Pemerintah Kota Batam khususnya
penyelenggaraan Kepemudaan sehingga oufput nya menghasilkan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan

Lintas Sektor Kepemudaan.

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah
apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik

tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah
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Akademik mencakup 5 (Lima) pokok masalah, yaitu sebagai

berikut:

a.

Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan
Kepemudaan di Kota Batam serta bagaimana permasalahan
tersebut dapat diatasi?

Apa wurgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang
Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan sebagai dasar

hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?

. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor
Kepemudaan?

Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkung
pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan
diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam

tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan?

. Bagaimana rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan

Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas

Sektor Kepemudaan?

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas

Sektor Kepemudaan.ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apa yang dihadapi terkait dengan

penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Batam serta
bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;

Untuk mengetahui urgensi / perlu dilakukannya
penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam
tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.sebagai
dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang

ada;

. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis,

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Batam tentang Lintas Sektor Kepemudaan,;
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d. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran, ruang
lingkung pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang
akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan;

e. Untuk mengetahui rekomendasi terkait dengan wusulan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang

Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif
dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data
sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat
kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara
vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek
pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui
Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan

Lintas Sektor Kepemudaan.

1. Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh
dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, peraturan  perundang-undangan, maupun
dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan
pembangunan kepemudaan;

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian
yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-
hasil pembahasan dalam berbagai media;

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang
seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di

luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi,
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sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk

melengkapi data penelitian.

b. Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan
guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer),
mengenai kecenderungan pandangan masyarakat terhadap
pembangunan Kepemudaan di Kota Batam.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden
stakeholders, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan
menggunakan wawancara atau dengan focus group discussion
(FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang
berkompeten dan representatif yang diantaranya perwakilan
masyarakat sipil, akademisi, aparat pemerintah daerah terkait.

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan
pembahasan mendalam dari arah deduktif yang dikerjakan dengan
cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang
dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan
dengan kepemudaan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data
dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum
tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan
menggunakan content analysis secara sistematis dengan membuat
klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi

narasumber dan pandangan dari masyarakat.

E. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor
Kepemudaan.adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
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Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5238);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan
Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5169);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan  Kewirausahaan dan  Kepeloporan
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5238);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja
Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5444);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 635);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016
tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan
naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah
akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang
Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.adalah sebagai berikut :
BAB 1 : Pendahuluan
Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang
serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan
Naskah Akademik ini termasuk juga metodelogi yang akan
digunakan.
BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris
Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan
dengan Pembangunan Kepemudaan serta implikasi dari
pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam
tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
BABIII : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan
Perundang-undangan Terkait
Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
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dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
BABIV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta
sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas
Sektor Kepemudaan.
BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang
Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan
Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi
Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang
Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
BABVI : Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam
tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan
dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang

Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.Kajian Teoritis

Rancangan Pembangunan Pelayanan kepemudaan litas sektoral
memerlukan pendekatan yang rasional komprehensif untuk
mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh karena itu
rancangan analsis kebijakan tersebut memerlukan konseptualisasi

perspektif yang tepat.

1. Konsep Pembangunan Kepemudaan

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang
mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami
perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber
daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang
akan menggantikan generasi sebelumnya. Abdulah (1974)
mengkonstruksikan konsep pemuda sebagai “Individu dengan
karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun
belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda
menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural”. Sedangkan
karakteristiknya dalam pandangan Princeton dalam kamus
websternya mendefinisikan kata pemuda (youth) sebagai “ the time
of life between childhood and maturity; early maturity; the state of
being young or immature or inexperienced, the freshness and

vitality characteristic of a young person”.

Isu pembangunan kepemudaan bukan hanya diskursus
lokal atau nasional Indonesia melainkan juga menjadi concern
dunia internasinal. Begitu banyak asosiasi asosiasi internasional
yang basis gerakannya dalam rangka = pembangunan,
pemberdayaan dan kepemimpinan pemuda yang berafiliasi pada
United Nation (PBB). Sebut saja Junior Chamber International
(JCI) dimana Indonesia sudah menjadi Partisipannya sejak tahun

1989 dengan nama JCI Indonesia.

Makna filosofis pembangunan pada dasarnya adalah
sebagaimana yang dikemukakan Riyadi (1981) dalam Theresia,

dkk (2014): “suatu wusaha atau proses perubahan, demi
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tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu
masyarakat (individu-idividu di dalamnya) yang berkehendak dan
melaksanakan pembangunan itu”. Artinya, pembangunan bukan
lah proses yang menempatkan masyarakat sebagai objek,
melainkan sebuah proses perberdayaan yang partisipatif dan
kolaboratif antara masyarakat dengan berbagai intitusi lainya.
Oleh karena itu Theresia, dkk (2014) menegaskan bahwa
pembangunan bukan lah sesuatu yang sifatnya terjadi secara
alami atau “given” melainkan suatu proses yang dilaksankan
secara sadar dan terenca. Dengan demikian, pembangunan selalu

identik dan berdampingan dengan konsepsi pemberdayaan.

2. Konsep Pemberdayaan Pemuda

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian
pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan  keterbelakangan. Dengan  kata lain
memberdayaan adalah memampukan dan memandirikan
masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan
individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
Pemberdayaan harus menanamkan nilai-nilai budaya moderen
seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan
kebertanggungjawaban adalah pokok dari upaya pemberdayaan

ini.

Pemberdayaan pemuda dalam perspektif global menurut

International Youth Organizations digambarkan sebagai:

“Youth empowerment is an attitudinal, structural, and cultural
process whereby young people gain the ability, authority, and
agency to make decisions and implement change in their own lives
and the lives of other people, including youth and adults. Youth

empowerment is often addressed as a gateway to intergenerational
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equity, civic engagement and democracy building” Many local,
State, provincial, regional, national, and international government
agencies and non-profit community-based organizations provide

programs centered on youth empowerment”.

Berdasarkan konsep di atas tampak bahwa pemberdyaan
pemuda itu adalah satu pendekatan proses yang kompreshensif
meliputi sikap, struktural dan kultural dimana pemuda memiliki
kemampuan, otoritas dan kelembagaan untuk membuat
keputusan dan menerapkan perubahan dalam kehidupannya
secara pribadi maupun kehidupan orang lain. Pemberdayaan
pemuda ini seringkali disebut sebagai pintu masuk untuk
perwujudan keseimbangan lintas generasi, persatuan dan
pembangunan demokrasi. Artinya stabilitas pembangunan sangat
dideterminasi oleh keberhasilan pembanguan dan pemberdayaan

kepemudaan.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung

jawabannya atas tatanan masyarakat antara lain :

1. Kemurnian idealismenya

N

Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai
dan gagasan-gagasan yang baru

Semangat pengabdiannya

Spontanitas dan dinamikanya

Inovasi dan kereativitasnya

Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru

No AL

Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan
sikap dan keperibadiannya yang mandiri

8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat
merelevansikan pendapat,sikap dan tindakanya dengan

kenyatan yang ada (Abdullah, 1974)

3. Konsep Pendekatan Kolaboratif Dalam Pelayanan
Kepemudaan

Pendekatan kolaboratif dalam pembangunan kepemudaan

bukan lah sebuah pilihan tapi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Luasnya dimensi cakupan dalam pembangunan dan pelayanan
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kepemudaan memerlukan kapasitas kelembagaan yang besar agar
sasaran yang ingin dicapai bisa terwujud. Oleh karena itu
kemitraan litas sektoral menjadi penting. Gagasan ini belakangan

populaer dengan istilah Collaborative governance.

Pandangan Cordery (2004) dan Hartman, et all (2002)
mengemukakan “Collaborative governance merupakan sebuah
proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang
terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi
dalam mencapai tujuan bersama”. Dalam definisi ini tidak
dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang
tergabung didalam proses tersebut. Hanya saja memang pada
umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan
yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian

kapasitas masng-masing pihak (Purwanti, 2016).

Sebuah gagasan yang lebih komprehensif juga dikemukakan
oleh Ansell dan Gash (2007) bahwa Collaborative Governance “A
governing arrangement where one or more public agencies direcly
enggage non-state stakehoders in a colletive decision-making
process that is formal, consensus-oriented and deliberative and the
aims to make or implement public policy or manage public

programe or assets"

Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga
publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan
non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang
bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang
bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan
publik atau mengelola program atau asset publik. Definisi tersebut
dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada

enam karakteristik, antara lain:

1. Forum tersebut dilaksakan oleh lembaga publik maupun
aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non

publik
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3. peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan
pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus
merujuk pada aktor-aktor publik

4. forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan
secara bersama-sama

5. forum bertujuan untuk membuat keputusan atas
kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini
berorientasi pada konsensus.

6. kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun
manajemen publik
Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada

sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar
pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor
non publik. Collaborative governance berbasis pada tujuan utuk
memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para
pihak yang terikat. Pihak tersebut tidak hanya berbatas pada
instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip
tatakelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil

dalam perumusan dan pengambilan keputusan.

B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan
Penyusunan Norma

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada
beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami
asas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar,
meliputi : Pertama, azas yang terkandung dalam Pancasila selaku
asas-azas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
Kedua, asas-azas negara berdasar atas hukum selaku asas-azas
hukum wumum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-azas
pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-azas umum
bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-azas bagi

perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.!

' Yuliandri, Asas-azasPembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115
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Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan
daerah yang baik selain berpedoman pada asas-azas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van
behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-azas hukum
umum (algemene rechtsbeginselen), yang didalamnya terdiri dari
azas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan
berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan
kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk
Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada azas-azas
pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. Azas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan
yang jelas yang hendak dicapai;

b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah
bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus
dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk  peraturan
perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum,
apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

c. Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya,;

d. Azas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik
secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.

1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan
moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah
yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk
berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam

masyarakat;
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2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang
menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana
Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami
oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup
masyarakat yang bersangkutan.

e. Azas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan dibuat karena memang
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. Azas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika
dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya
jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

g. Azas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan mulai perencanaan,
persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan.
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus mengandung asas-azas sebagai berikut :

1) Azas pengayoman adalah memberikan perlindungan
dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

2) Azas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat

dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
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Azas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak
Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.2

Azas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah
untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
Azas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan
Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila;

Azas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan
Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus
daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Azas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,
agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
Azas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui

jaminan adanya kepastian hukum;

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, [khtiar Antinomi Aliran
Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm.
47; memperkenalkan enam azasundang-undang yaitu :

Undang-undang tidak berlaku surut;

Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula;

Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-
undang yang bersifat umum;

Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang
yang berlaku terdahulu;

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun
individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Azas Welvaarstaat)

a.
b.

bl
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10) Azas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah
bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat
dengan kepentingan bangsa dan Negara;

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-azas hukum
peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni
Pertama, azas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses
Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, azasyang berkaitan
dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-
undangan.3

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan
bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, disebutkan :

1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas

3 Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi
untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana
UGM, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum
konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau
merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di
belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim.
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Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, disebutkan :

Bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat
berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan yang memuat pengaturan mengenai segala aspek
pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan
kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan.
Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta
masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian
penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan
kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan

berkelanjutan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Kepemudaan,
disebutkan bahwa Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa”
adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin

kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan
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beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap pemuda secara proporsional.

. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat
kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta
menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. kebhinekaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah,
dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
. demokratis;

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menghidupkan dan
menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk
mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam
memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar
terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan
kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara
sesuai dengan proporsinya.

. partisipatif;

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan
pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.
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h. kebersamaan;
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk
bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di
dalam pelayanan kepemudaan.

i. kesetaraan; dan
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk
mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

j. Kemandirian
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan
pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri
tanpa bergantung pada pihak lain.
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan, disebutkan bahwa :

1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi
kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis
program dalam pelayanan kepemudaan;

2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan,
akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk

pelayanan  kepemudaan, yang  berfungsi  melaksanakan
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan = potensi
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama
menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan
semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi
dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara.

Undang-Undang Kepemudaan yang memuat pengaturan
mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan, maka tidak dapat

dilepaskan dari asas-asas dalam pelayanan public sebagaimana
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. UU ini sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan
penduduk dari penyalahgunaan  wewenang di  dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

a. kepentingan umum,;
Pemberian  pelayanan tidak boleh  mengutamakan
kepentingan pribadi dan/atau golongan.

b. kepastian hukum;
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.

c. kesamaan hak;
Pemberian pelayanan ticiak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

d. keseimbangan hak dan kewajiban;
Pemenuhan hak hams sebanding dengan kewajiban yang
harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima
pelayanan.

e. keprofesionalan;
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas.

f. partisipatif;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan
harapan masyarakat.

g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang

adil.
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h. keterbukaan;

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan .

i. akuntabilitas;

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. ketepatan waktu; dan
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai dengan standar pelayanan.

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Setiap jenis pelayanan tlilakukan secara cepat, mudah, dan

terjangkau.

Untuk menjamin terpenuhinya layanan pemuda diperlukan
upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha dilakukan melalui Penghargaan Kabupaten/Kota
Layak Pemuda. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah kabupaten/kota yang
mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan
melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak pemuda. Terhadap pengembangan
KLP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan
Olahraga Nomor 11 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, Pengembangan KLP

dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan

supremasi hukum; dan
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b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama,
jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan,
status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau

faktor lainnya.

C.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,

serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan
kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Dinas
Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah
raga;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan
dan olah raga;

4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan
olah raga; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam
sebagaimana terlampir dalam Rencana  Strategis Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 diklasifikasikan

menjadi dua yaitu :

1. Permasalahan internal
a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung
yang dimiliki;
b. Belum optimalnya akurasi data kepemudaan dan

olahraga di Kota Batam;
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C.

€.

Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai
instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan
indikator pengawasan;

Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) belum tersedia;

Kurangnya SDM yang memadai.

2. Permasalahan eksternal

a.

Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan
level masih belum optimal;
Peran pemuda dibidang kewirausahaan belum terarah

dan terdayaguna secara optimal;

. Masih rendahnya pemahaman dan tingkat kesadaran

pemuda dalam berwirausaha dan selalu menjadikan
peluang menjadi pegawai pemerintahan sebagai
pilihan pertama dalam mencari kerja;

Mudahnya masuk budaya asing akibat dari mudahnya
akses ke Negara tetangga khususnya Singapura dan
Malaysia;

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penilaian
anak secara akademis menyebabkan prestasi di
bidang olahraga banyak ditinggalkan;

Kurangnya sosialisasi kepada bibit-bibit atlit baru
tentang pemahaman masa depan atlit olahraga yang

berprestasi.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan tersebut dengan

mengacu kepada visi misi Kota Batam, maka visi Dinas

Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan urusannya memiliki visi

yaitu “Mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri

serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu masyarakat”.

Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan

yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.

2. Meningkatkan olahraga yang berprestasi dan rekreasi serta

membudayakan pola hidup sehat di kalangan masyarakat.
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3. Menyediakan serta memfasilitasi sarana dan prasarana
kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas SDM kepemudaan, olahraga, dan

kepramukaan.

Pencapaian visi misi tersebut dilaksanakan melalui
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(2016-2021) yang diturunkan melalui perencanaan strategik
program dan kegiatan. Pagu indikatif menyertai program dan
kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang direncanakan

setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 4
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
2017-2021

No

Program

. 2017 2018 2019 2020 | 2021 | Jumlah
Kegiatan

Program
Pelayanan
Administrasi

Perkantoran

Peningkatan
Pelayanan
2,306 | 2,550 2,600 | 2,700 | 2,900 | 13,56
Administrasi

Perkantoran

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

Aparatur

Peningkatan

Sarana 556 1500 1200 1200 1300 5,756
Prasarana

Aparatur
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Program
peningkatan
pembinaan
dan
pelayanan
kepemudaan,
olahraga dan

Kepramukaan

Penyelenggara

an Paskibraka

1,050

1,200

1,300

1,400

1,450

4,950

Bulan Bakti

Pemuda

227

260

130

280

350

1.020

Diklat
Kepemudaan

(Wirausaha)

160

200

210

220

240

790

Kursus
Orientasi
Pengurus

Satuan Karya

150

150

Pertemuan
Pramuka
Satuan Karya
Se-Kota

Batam

90

90

Perkemahan
Akbar
Pramuka Se-

Kota Batam

200

220

240

260

920
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Perkemahaan
wirakarya
bagi penegak

dan pendega

150

150

Gebyar

Pemuda

1220

1530

2000

1650

6400

Pelaksanaan
Even
Olahraga Tk

Kota Batam

505

500

500

550

600

2,655

Pelaksanaan
Pekan
Olaharaga
Pelajar

(POPDA)

2,700

2,700

5,400

Penyelenggara
an olahraga
Rekreasi dan

tradisional

800

850

900

950

3,500

Pemberian
Apresiasi
Atlet dan
Pelatih

berprestasi.

500

500

500

500

2,000

Diklat

Keolahragaan

55

150

200

250

300

955
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Pembanguna
n dan
Pengembanga
n Sarana
Prasarana
Pemuda,
Olahraga dan

Kepramukaan

meningkatnya
Kuantitas dan
kualitas
Sarana dan
Prasarana
Pemuda (1
unit tiap

tahun)

400

460

586

777

2,235

meningkatnya
Kuantitas dan
kualitas
Sarana dan
Prasarana
Olahraga (5
unit sarana

OR)

9,500

11,100

47,200

1,300

1,400

70,500

Meningkatnya
Kuantitas dan
Kualitas
Sarana
Prasarana
Pramuka (1
unit per
tahun)

400

460

529

688

2,077
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Meningkatnya
kondisi
Sarana dan
Prasarana 1,100 750 300 2,150
pemuda ,
Olahraga dan

Pramuka

Dari paparan Renstra yang diturunkan di dalam program
dan kegiatan terdapat kelemahan yaitu perumusan strategi dan
perencanaan strategik yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sangat minim data terkait keberadaan pemuda di Kota
Batam baik permasalahan dan kebutuhan untuk mengatasinya.
Sehingga kebutuhan indikator layanan kepemudaan seperti
penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan tidak diakomodir
secara maksimal di dalam Renstra Dispora 2017-2021. Apabila
dilihat dari pagu indikatif, maka program dan kegiatan di Renstra
ini lebih banyak dialokasikan pada bidang kepeloporan yaitu
kegiatan kepramukaan dan olahraga yang merupakan bagian dari
pengembangan. Sedangkan kegiatan pada bidang kepeloporan
bukan hanya dua kegiatan tersebut tetapi ada indikator layanan
lainnya seperti; kewirausahaan, kepemimpinan, kesukarelawanan
pemuda, tumbuh  kembangnya  organisasi kepemudaan,
kepemimpinan pemuda serta prasarana dan sarana kepemudaan

yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

Dari segi peringkat Indeks Pembangunan Pemuda (IPP),
Kepulauan Riau sesungguhnya tidaklah buruk. Tahun 2016,
Provinsi Kepulauan Riau memang bukan berada di lima teratas’,
tapi juga bukan bagian dari ‘lima terbawah’. Walau begitu, provinsi
ini mencatat kemunduran IPP yang paling jauh. Dalam IPP,
indeks provinsi ini turun sekitar tujuh poin, dari 57 menjadi 50.
Keadaan ini membuat indeks Kepulauan Riau yang sebelumnya

berada di atas indeks nasional (2015) menjadi di bawahnya (2016).
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Padahal, pada tahun 2015 lalu, Kepulauan Riau adalah satu di

antara tiga provinsi tertinggi dalam IPP.4

Indeks Kepulauan Riau turun hampir di semua domain,
bahkan hingga indicator-indikatornya. Dapat dikatakan, tidak ada
satupun indikator yang memperlihatkan kemajuan, poin indikator
tersebut hanya stagnan atau turun. Domain yang paling dalam
turun adalah domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain
gender dan diskriminasi. Karakteristik indikatornya berdekatan,
yakni kehamilan remaja dan perkawinan usia anak. Kehamilan
remaja meningkat ganda, dari 13 persen menjadi 26 persen,
sehingga membuat sub-indeksnya turun dari delapan ke lima
poin. Sementara itu, perkawinan usia anak juga merambah naik
dari 12 persen ke 20 persen, yang selanjutnya membuat sub-
indeksnya menurun dari delapan menjadi enam poin. Pemuda
wirausaha juga praktis hilang, karena tahun 2016 tidak ada lagi
yang tercatat secara statistik. Hal ini diikuti oleh partisipasi
sekolah menengah yang menurun dan tingkat kesakitan pemuda
yang meningkat. Provinsi Kepulauan Riau patut segera melakukan
evaluasi mendalam atas gerak pembangunan pemuda yang terjadi
saat ini dan menyiapkan tindakan mitigasinya, lalu berbalik ke

capaian baru yang lebih baik.5

Gambar. Kinerja Pembangunan

Pendidikan Partisipasi dan
Kepemimpinan

Kesehatan dan d Gender dan

Kesejahteraan »’ Diskriminasi

Kepulauan Riau
O Indonesia S
0
0

B <6

Lapangan dan
Kesempatan Kerja

€

4Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), uku Indeks Pembangunan Pemuda
Indonesia tahun 2017, Hal. 44
5Ibid
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D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan
Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan
Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban

Keuangan Negara

Pembangunan kepemudaan secara nasional; Pertama, arah
dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua,
komponen yang perlu disiapkan antara lain; pemantapan strategi
pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan
peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Ketiga, inti pelayanan
kepemudaan, yakni penyadaran, pemberdayaan dan
pengembangan; Keempat, Faktor pendukung untuk mencapai
tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain;
melakukan koordinasi dan kemitraan; menyiapkan sarana dan
prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran
serta masyarakat, memberikan penghargaan dan menyiapkan

pendanaan.

PEMBANGUNAN

\ FAKTOR
KOMPOMEN YAHG IHTI PELAYANAN PENDUKUNG UNTUK
PERLU DISIAPKAN KEPEMUDAAN MENCAPAI TULLAN
2%x
=JF Medakukan Socedinasike mitram
e Penctapan Strabegi
: g}— E Pel. IeemyiapkanPrassasadaniama | |
= Kepe
E " g g PENVADARAN Nenguatsan Crganss: TUJUAN
E :g g Penctapan Tugas, K daan r
- 5 Ly ‘l;"" o PEMBERDAYAAN PengumanPersn ey
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Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuds yang b
bertakwa hepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, inventif,
innovatif, mandiri, demakrasi, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa
kepemimpinan, kevirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan
Undarig-Undang Dasar Negara Repubilik Indenesia Tahun 1945 dalam kerangka NKRI,
(UL NodD Tahun 2009 tentang Kepsmudaan Pasal 3)

fiman dan

Gambar. Arah Pembangunan Nasional Kepemudaan
Sumber : Renstra Kemenpora 2016-2019
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Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya
pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,
demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa
kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (Pasal 3 UU Kepemudaan)

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi
segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan yang dilaksanakan
dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan
yang dimaksud berfungsi melaksanakan penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan
terjalinnya sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program,
kegiatan pelayanan Kepemudaan dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda akan mengarahkan
perwujudan Kota Batam kepada Pengembangan Kota Layak
Pemuda, dimana sebuah kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak pemuda. Pengembangan Kota Layak
Pemuda ini diarahkan untuk Pemerintah Daerah yang memiliki

komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.

Keberpihakan daerah terhadap pengembangan pemuda
dalam aktualisasinya perlu perencanaan terstruktur dengan
melibatkan ragam stakeholder sehingga pelayanan kepemudaan
sebagaimana amanat didalam undang-undang kepemudaan
tercapai dan juga esensi dari peran aktif serta partisipasi kreatif
bergerak maju. Pelayanan kepemudaan pada dasarnya perlu

memikirkan pengarusutamaan pemuda dalam proses
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pertumbuhan, pembangunan dan pengembangan kota sehingga
dapat mewujudkan kota yang madani.

Kerangka Pengarusutamaan Pemuda

Faktor yang turut berpengaruh: sosial- Pemuda hrs berperan aktif
ekonomi, nilai dan perilaku, budaya dalam pendataan dan
institusi, hubungan kekuasaan proses-proses konsultasi

Riset dan konsultasi
dengan stakeholder

Formulasi aturan &
kebijakan yg sensitif Monitoring dan
terhadap kepentingan evaluasi
pemuda

Desain program dan

i i Pem rintegrasi
intervensi emuda terintegras

dalam proses monev

-
*

Pelibatan pemuda
sebagai partner bukan
hanya sebagai objek

Sumber: ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2 diadaptasi dari
Kajian Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga Dalam
Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
serta Prestasi dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Pengarusutamaan pemuda untuk menciptakan Kota Batam
yang sesuai dengan visi : “Terwujudnya Batam sebagai Bandar
Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan
Bermartabat”. Madani yang dimaksud adalah “Mengarahkan
masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan,
santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized).
Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab
dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam
menghadapi berbagai permasalahan.”

Berikut beberapa aspek yang meliputi Kota Layak Pemuda :

a.ketersediaan regulasi kepemudaan; b.ketersediaan anggaran
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kepemudaan; c.implementasi program  kepemudaan, dan

d.pelembagaan partisipasi pemuda

Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan kepemimpinan, Kkewirausahaan, serta

kepeloporan pemuda. (Pasal 1 angka 4 UU Kepemudaan)

1. Penyadaran

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam
aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi
perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global

serta mencegah dan menangani risiko.
Penyadaran sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui:

pendidikan agama dan akhlak mulia;
pendidikan wawasan kebangsaan;

c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. penumbuhan semangat bela negara;

e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan
lokal;

f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda
apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan
Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak

Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1) perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan
zat adiktif lainnya;

2) perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;

3) perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit
menular lainnya;

4) perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan

5) pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan

6) perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
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2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang dilaksanakan
secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual,
pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju
kemandirian pemuda.

Pemberdayaan dilakukan melalui:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan

nasional;

d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;

e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya

pemuda; dan/atau

f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan

kepemudaan.

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda
apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan
Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak
Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non
formal;
3) tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4) tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
3. Pengembangan

Dalam pengembangan pemuda sebagaimana diamanatkan
UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan terdapat tiga hal
yakni, pertama, Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan,
serta penggerakan pemuda. Kedua, Pengembangan kewirausahaan
pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan
dan kemandirian berusaha; Ketiga, Pengembangan kepeloporan
pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis
jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan

memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
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a) Pengembangan kepemimpinan pemuda

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan
mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta
penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan tersebut

dilaksanakan melalui:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. pengaderan;

d. pembimbingan;

e. pendampingan; dan/atau

f. forum kepemimpinan pemuda.

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda
apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan
Indikator Kota Layak Pemuda.lndikator Pelayanan Kota Layak

Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1) tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;

N

tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;

W

tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;

N

tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;

)

tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan

)
)
)
)
)
)

®))

tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang
dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.
b) Pengembangan kewirausahaan pemuda

Pengembangan Kewirausahaan pemuda adalah kegiatan
mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha
yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensipemuda,
potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.Pengembangan

kepemimpinan tersbut dilaksanakan melalui:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. pengaderan;

d. pembimbingan;

e. pendampingan; dan/atau

f. forum kepemimpinan pemuda.

c) Pengembangan Kepeloporan pemuda
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Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan
mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan
terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar
atas pelbagai masalah. Pengembangan kewirausahaan pemuda
tersebut dilaksanakan melalui:

a. pelatihan;

o

pemagangan;

pembimbingan;

o o

pendampingan;

kemitraan;

®

=

promosi; dan/atau

g. bantuan akses permodalan.

Indikator layanan kepemudaan sebagaimana dijelaskan di
atas, tidak dapat dilaksanakan hanya dengan one man show |,
maka sudah seharusnya dilakukan pembangunan lintas sektoral
kepemudaan. Dengan demikian indikator layanan dari
penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan bukan hanya
tugas dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) namun
harus dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga target

mewujudkan Kota Layak Pemuda dapat terwujud.

Padahal jika kita melihat secara seksama terkait dengan
pelayanan kepemudaan berdasarkan PERPRES 66/2017 sudah
menjadi awalan untuk pengarusutamaan pemuda ditangani secara
terpadu. Oleh sebab itu ditingkat pemerintah daerah untuk
pelayanan kepemudaan semestinya secara manajerial merupakan
tanggung jawab bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah
(OPD). Koordinasi dari pelayanan kepemudaan dapat dipandang
sebagai rantai nilai pelayanan publik dari pemerintah dan menjadi
suatu sirkulsasi didalam birokrasi pemerintah daerah.

Jika pola didalam pelayanan kepemudaan masih pada
tataran urusan masing-masing dinas sesuai dengan “nama” maka
urusan pelayanan kepemudaan tidak akan berkembang secara
komprehensif. Padahal jika merujuk kepada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan,
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maka ini menjadi rujukan utama tentang bagaimana peran lintas
sektoral didalam = pelayanan  kepemudaan. Keberhasilan
pembangunan pemuda tidak bisa lepas dari kerjasama lintas
sektor OP, sehingga kedepannya kiranya meletakkan Dinas
Pemuda dan Olahraga lebih kepada “/eading sector” untuk urusan
kepemudaan. Sedangkan  secara  holistik pembangunan
kepemudaan mesti dikerjakan bersama dengan keterlibatan OPD
terkait. Hal ini dimulai dengan adanya kebijakan strategis terkait
pelayanan kepemudaaan di Pemerintah Kota Batam.

Fakta bahwa peran strategis pemuda dapat terdiri dari
beberapa domain/kategori dalam masa yang bersamaan. Masing-
masing kategori tidak selalu berdiri sendiri, tetapi juga bisa saling
terkait satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Sebagai contoh, peran pemuda dalam lapangan
ekonomi terkait dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki.
Kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait dengan tingkat
pendidikan yang dicapai. Keterkaitan antar kategori ini
menyebabkan pembangunan kepemudaan memerlukan koordinasi
yang sinergis, efektif, dan berkesinambungan antar lembaga yang
menangani pembangunan kepemudaan, mengingat beberapa
kementerian, lembaga, dan organisasi memiliki kebijakan /program
yang menangani pemuda. Oleh karena itu, perlu dibuat formulasi
yang tepat untuk menciptakan pola pembangunan kepemudaan
yang terintegrasi dan terkoordinasi di daerah. Dengan adanya
peraturan perundang-undangan pada level daerah ini dapat
menjadi salah satu landasan utama yang mengatur secara
kelembagaan ditingkat pemerintah daerah terkait dengan
pelayanan kepemudaaan. Arah kebijakan ini kemudian dapat
menjadi rencana pembangunan kepemudaan dan rencana kerja
secara makro.

Tahapan penting lainnya dengan adanya kerangka regulasi
Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan tingkat daerah maka
akan diperoleh dengan nyata aspek-aspek perencanaan
pembangunan kepemudaan di daerah. Selain daripada itu maka
dapat kita lihat dari rencana aksi pembangunan daerah atau

dikenal; dengan rencana aksi daerah (RAD) yang kemudian
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menjadi roadmap pembangunan dan guidlien bagi semua lini
birokrasi pemerintah daerah baik koordinasi horizontal di lintas
OPD maupun lintas jenjang pemerintahan antara pemerintah

provinsi maupun pemerintah secara nasional.

Pelaksanaan koordinasi strategis Lintas Sektor Pelayanan
Kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas,
sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,

kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda dapat meliputi:

a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan
formal dan nonformal,

b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;

c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan
agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan,
teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;

d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang
murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta
daerah terpencil,;

e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;

f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan
kepeloporan; dan

g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan

kepemimpinan.

Sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program tersebut
diwujudkan dengan koordinasi strategis di Daerah, dimana
Walikota menetapkan Tim Koordinasi strategis lintas sektor
kepemudaan tingkat kota yang bertugas untuk:

a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mendukung pelayanan Kepemudaan;
b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Kepemudaan;
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c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan
integrasi program penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;

d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi
hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan; dan

e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud: a.
Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional pelayanan
Kepemudaan; dan b. Pemerintah Daerah menyusun rencana
aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada
rencana aksi nasional. Ketentuan mengenai rencana aksi daerah
pelayanan Kepemudaan tersebut di atur dengan Peraturan
Walikota.

Implikasi dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam
tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan tentunya akan
memberikan dampak positif terhadap urusan pemerintah pada
bidang kepemudaan. Selain daripada itu mendorong dari
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan
pelayanan kepemudaan karena akan secara jelas memberikan
ruang kewenangan bagi stakeholder secara spesifik untuk
pembangunan kepemudaan secara holistik. Adanya regulasi
ditataran daerah akan memberikan stimulus dari penguatan
kerangka hukum dan  kelembagaan dalam  pelayanan
kepemudaan. Disamping itu terdapat pula pengaruh lainnya
adalah percepatan dari pengarusutamaan pemuda.
Pengarusutamaan pemuda ini jika bersandar pada UU Kepemudan
semakin mendorong peran aktif pemuda.

Dalam rangka pembangunan kepemudaan khususnya
optimalisasi dari pelayanan kepemudaan di Kota Batam maka
diperlukan pula komitmen yang kuat baik secara kelembagaan
maupun juga peruntukan anggaran untuk pengembangan pemuda
secara terpadu. Komitmen terhadap proses penganggaran dari
pelayanan kepemudaan ini berorientasi untuk usaha penyadaran,
pemberdayaan serta pengembangan sesuai dengan amanat

didalam undang-undang kepemudaan. Keberpihakan pemerintah
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daerah untuk urusan kepemudaan ini dengan komitmen dari
alokasi anggaran akan mendukung dari usaha percepatan dari
pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pemuda.
Sebagaimana selama ini telah dianggarkan dalam APBD
untuk pembangunan kepemudaan, maka komitmen bersama
perlu ditunjukkan dengan menetapkan anggaran minimal dari
total belanja langsung APBD pada tahun bersangkutan dengan
program layanan kepemudaan yang komprehensif tidak hanya
pada gebyar kepemudaan tetapi fokus pada menghasilkan pemuda

yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan
Lintas Sektor Kepemudaan antara lain:
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(1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi
dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16
(enam Dbelas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk
mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan
cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi
serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga
memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan
pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program
pelayanan kepemudaan.

Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala
aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan
koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan
organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan
mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan
kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta
akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda

secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan

pelayanan kepemudaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah
sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan

pelayanan kepemudaan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan
dan melaksanakan kebijakan dalam rangka

menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.
Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab
melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan
dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan

potensi daerah masing-masing.
Pasal 14

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal
13 dilaksanakan oleh  Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota.

(2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan
program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga
nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta

unsur terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah,
pemerintah daerah, badan hukum, organisasi

kemasyarakatan, dan pelaku wusaha memberi peluang,
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fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.
Pasal 22

(1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam
aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan
menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik
maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh  Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

BAB VII (PEMBERDAYAAN)
Pasal 24

(1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana,
sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan
potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual,
pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi
menuju kemandirian pemuda.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

BAB VIII (PENGEMBANGAN)
Bagian Kesatu (Pengembangan Kepemimpinan)
Pasal 26

(1) Pemerintah dan  pemerintah daerah  menetapkan
kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda
sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau

organisasi kepemudaan.
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Bagian Kedua (Pengembangan Kewirausahaan)
Pasal 27

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan
sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi
daerah, dan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau
organisasi kepemudaan.

Pasal 28

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat
membentuk dan mengembangkan pusat-pusat

kewirausahaan pemuda.

Bagian Ketiga (Pengembangan Kepeloporan)
Pasal 29

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk
mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan
terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai
dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau

organisasi kepemudaan.

BAB IX (KOORDINASI DAN KEMITRAAN)
Pasal 30

(1) Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas
sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan

kepemudaan.

51|Page



(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat meliputi:

a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta pengembangank epemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda,;

b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan
pemuda; dan

c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran,
kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 31

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dipimpin oleh Presiden.
Pasal 32

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan orga nisasi
kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis
program dalam pelayanan kepemudaan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan,
akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan

internasional.

Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi
terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda

dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
Pasal 34

(1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan

dengan organisasi kepemudaan negara lain.
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(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan
prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan
pelayanan kepemudaan.

(2) Organisasi  kepemudaan dan  masyarakat dapat
menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja
sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat
dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana
dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 36

(1) Pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah  dalam
pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional,
propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk
prasarana kepemudaan.

(2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37

(1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana
kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib
mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan
penggunaan prasarana kepemudaan.

(2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata

kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan
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(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak
lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat

memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 38

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi
barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan
masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana

kepemudaan.
Pasal 45

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi
organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan

organisasi kemahasiswaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 11
(1) Urusan  pemerintahan konkuren sebagaimana di

maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi

kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang
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(3)

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar.

Pasal 12 ayat (2) huruf (m),
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1layat (2) meliputi: (m).kepemudaan dan olah raga;

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, SUB BIDANG

“Kepemudaan”

a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda
dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda
kader kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Sub Bidang Kebijakan di bidang Kepemudaan

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala

kabupaten/kota:

a. Pengembangan keserasian kebijakan dan
pemberdayaan.

b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan
masyarakat dalam pembangunan.

c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan
sektoral.

d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.

e. Kemitraan dan kewirausahaan.
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Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) dan keimanan ketaqgwaan (IMTAQ).
Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan
kepeloporan.

Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
Peningkatan prasarana dan sarana.

Pengembangan jaringan dan sistem informasi.

Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga

kepemudaan.

m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala

kabupaten/kota :

a.

Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota,
provinsi, nasional dan internasional.

Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas
kecamatan skala kabupaten/kota.

Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat
kabupaten /kota.

Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota,

provinsi, pemerintah dan internasional.

3. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :

a.
b.

C.

Koordinasi antar dinas instansi terkait.
Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.

Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.

4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala

kabupaten/kota:

a.
b.

C.

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan
pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan
standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

kepemudaan.
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(4)

e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan
konsultasi urusan  pemerintahan di bidang
kepemudaan.

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang
kepemudaan.

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan.

h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma

dan standar di bidang kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda,
Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kepemudaan;
BAB II (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)
Pasal 2

(1) Pengembangan  kewirausahaan dan  kepeloporan
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana
kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah  daerah  kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
memfasilitasi pengembangan  kewirausahaan dan
kepeloporan pemuda.

(3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk menyediakan prasarana dan sarana

kepemudaan.

Pasal 3

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan
dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat
nasional, dan internasional.

(2) Pemerintah  provinsi memfasilitasi pengembangan
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas
kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda

lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan
pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat
dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah
dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5

(3) Pemerintah daerah  kabupaten/kota  menyediakan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
Pasal 6

(3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota.
Pasal 10

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya berwenang:
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(S)

a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,
serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;

b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional
serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana
kepemudaan tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan
sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat

kabupaten/kota.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pe